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Assalamuaalaikum Wr.Wbh.

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum
serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi sera menuju Zona Integritas di
Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah
mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 13 Aprl 2016 Nomor
520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemenintah.

Pengadilan merupakan satuan kera yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang
cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih melayani, perlu memperoleh masukan dar masyarakat sehubungan
dengan kualitas pelayanan di lingkungannya. Zona Integeritas menuju wilayah
bebas dari korupsi dan wilayah birckrasi bersih melayani menitik beratkan pada
integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi terjadinya
tindakan suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah
ditetapkan oleh negara.

Pelaksanaan dan laporan survei sangat terbuka atas masukan, kritik dan
saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga
berguna bagi berbagal pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan
Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri
Sarclangun.

Tim Survei
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1.1.

1.2.

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sehubungan dengan implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan
Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), satuan kerja pada
Pengadilan Negeri Sarclangun berkomitmen untuk tetap melaksanakan
perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan
kepada masyarakat,

Tindak lanjut tersebut didasarkan pada amanah Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2017 serta bertitik tumpu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya
yang cukup besar.

Pengadilan Negen yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk
menjadi lokasi Pifol Froject menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dar masyarakat
sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dilingkung. inya.
Terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dar Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas
penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat
dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tanf
resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi
pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan unituk
mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan
Pengadilan Negern Sarclangun.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi
adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona Integritas
Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.



1.3.

1.4.

Landasan Hukum

a)

b)

c)

d)
)

gl

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas dar Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Momor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan fona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 55 Tahun 2012 tentang
Stralegi Masional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2018.

Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa
persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.
- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara
mandin oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang
dimilikinya
- Penyiapan Bahan
a. Link dan Barcode Aplikasi SI SUPER (Aplikasi Survei
Pelayanan Elektronik)
b. Kelengkapan peralatan.
Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
a. Jumlah Responden.
b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Fenyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- [Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan
di dalam kuesioner,

- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan
penjelasan terlebih dahulu dan petugas dan hasilnya



1.4.3.

dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden vyang terisi dalam kuesioner

kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis
kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam
analisis obyektivitas responden.

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval wakiu per 3 bulan (empat kali
dalam satu tahun).



2.1.

2.2,

23,

24,

Metode Penelitian

Peneliian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain
yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan
menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu
atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan
layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampiing. Accidental
sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu
siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui
itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya
terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang
akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang
diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan,

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam peneliian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen Kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap
muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan
sekali atau empat kali dalam setahun. Selanjutnya data dikumpulkan cleh
petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kera petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun). Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun akan
mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasidengan responden,
membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta
sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara



2.5.

2.6.

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan
survei IPAK.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks presepsi anli korupsi menggunakan
teknik statistik deskriptif.Data persepsi diukur dengan menggunakan skala
penilaian antara 1 — 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling
rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.
Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar
diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat
atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis
perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini. Kedua., mencar bobot rata-rata setiap
indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan
ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4
maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

Tahapan pelaksanaan
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar
instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan fools untuk survei persepsi korupsi ini dapat
digambarkan dalam bagan di bawah ini;

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas




Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

Ruang lingkup
Manipulasi Peraturan
Penyalahgunaan Jabatan
Menjual Pengaruh
Transaksi Biaya
Biaya Tambahan
Hadiah
Transparansi Pembayaran
Perbuatan Curang
Transaksi Rahasia

= !
Soo~Nooswn sz

Tabel 3
Nilai Persepsi

Milai  Nilai Interval  Nilai Interval  Mutu Kinerja

Persepsi Konversi IPK

1 25,00 - 43.75 Tidak bersih dari
korupsi
2  Kurang bersih dari
_ korupsi
3 251-325 6251-81.25 3  Cukup bersih dari

korupsi

326-400 8126-10000 4 Bersih dari korupsi

2 1.76-2.50 43.76-62.50
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PROFIL RESPONDEN

3.1.1

312

Tingk idikan R
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran
bahwa dan latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada
Pengadilan Negeri Sarclangun mayoritas memiliki latar belakang
pendidikan SMA/SLTA dengan persentase 64,00 % (Enam Puluh
Empat persen)

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

B Tidak/Belum Sekolah 1 3
B s 3 9
B3l SMP/SLTP 8 18
BN sMA/SLTA 21 64
Diploma 0 0
Sarjana 2 6

BT Pasca Sarjana 0 0
33 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berkut :

s |
(S
G
A%
-
i

1%

i

50 SMESTE  SMASSLTA Diplema 51 Pasca Sarjana
Gambar 1.
Grafik Tingkat Pendidikan Responden

Pekerjaan n

Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan
pada Pengadilan Negeri Saroclangun mayoritas memiliki pekerjaan
Lainnya sebesar 79,00 % (Tujuh Puluh Sembilan persen),

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

M Pegawai Negeri Sipil i} 0
Bl TN 0 0
= Palri i} 0
Swasta 5 15
Wirausaha 2 B
Tenaga Kontrak 0 0
B8 Lainya 26 79
SN 0 20 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai benkut :
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3.1.4.

1 2 i 4 5 ] K

Gambar 2.
Grafik Jenls Pekerjaan Responden

Kelompok Usia Responden.
Dari data yang terkumpul selama survei, dipercleh data bahwa

berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada
Pengadilan MNegen Sarolangun mayoritas berumur antara 18
sampai dengan 28 tahun dengan persentase sebesar 36,00 %
(Tiga Puluh Enam Persen).

Tabel 6. Kelompok Usia Responden

= 18-28 12 36
29 - 30 11 33

= 40-49 5 15
50 — 50 3 9

= 80 -69 : 2 L]
33 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :

A
1333
W%
5%
0%
15%
1%
5%
Ga:' . - = I
18 = 28 0 -39 A0 - 49 50 - 59 60 = 6O
Gambar 3.

Grafik Kelompok Usia Responder
Kelompok Jenis Kelamin.
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada
Pengadilan MNegeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis
kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada
Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Perempuan dengan
persentase 61,00 %. (Enam Puluh Satu Persen)
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Tabel 7. Kelompok Jenis Kelamin

o= Laki-laki 13 39
=B Perempuan 20 61
Jits RN s 1 1 e 33 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :

LI

B

SL1%

AT

305

20%

10%:

%%

Laki=lais P rEim pauia

Gambar 4,

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PERINDIKATOR

3.2.1.

Indikator Manipulasi Peraturan
Dan skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Manipulasi Peraturan ini diperoleh rata-rata skor 4,00
(Empat koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan
kategori kinerja "bersih dan keorupsi®. Dengan demikian kinerja
satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang
Lingkup Manipulasi Peraturan dalam katagori berkinerja “bersih dari
korupsi™.
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup
Manipulasi Peraturan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

AR Tidak sesuai 1 1] D 0.00
B2 Jarang sesuai 2 0 0 0,00
Sering sesuai 3 0 g 000

Selalu sesuai 4 33 100 4,00

33 100 4,00

“NHF - Nilai Rata-Rata diperoled dan pamiah nitai pl-n.lruurdln-qi dengan jumiab nespondan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :
120

HCHI %
s
Bk
A0
A

¥

Leladu sesuai Sering sesial larang sesual Tidak sesiual

Gambar 5.
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3.2.3.

Grafik Indeks Pada Indikator Manipulas] Peraturan

Indikator Pe naan Jabatan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Penyalah gunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 4,00
(Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan
kategori kinerja “bersih dari korupsi®. Dengan demikian kinerja
satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarclangun dalam Ruang
Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih
dari korupsi”.
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup
Penyalahgunaan Jabatan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9.Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

P Selalu meminta iy 0 0 0,00
B2 Sering meminta 2 0 0 0,00
81 Jarang meminta 3 0 0 0,00
W4 Tidak ada meminta 4 33 100 4,00

33 100 4,00

*NRR . Nilai Rata-Rata diperaleh dan jumiah niai perunsur divagi dengan jumlah responden

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :

100%
Bl
[k ]
L0
0%
U
Tidak ada meminta  lafang meminia Seving memenia Seladl merminia
Gambar 6.

Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan
Indikator Menjual Pengaruh
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor rata skor
4,00 (Empat Koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan
kategori kinerja “bersih dan korupsi. Dengan demikian kinerja

satuan kerja pada Pengadilan Negeri Samolangun dalam Ruang
Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih
dan korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Menjual
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Pengaruh di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10.Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

‘No.  Jawaban  Skor Frekuensi %  NRR
WA Selalu dihubungi 1 0 0 000

B2 Sering dihubungi 2 0 0 0,00
Jarang dihubungi 3 0 0 0,00
Tidak ada dihubungi 4 33 100 4,00

33 100 4,00

"MRR | Misi Rata-Fada dipesolah dar jumlah nilal perunsur dibagi dengan jumiah resporden

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :
120%
10
A
B0
4%
20%
s
ik ada dikuDung faramg difubuang Seing dehubunge Selalu dibbueng

Gambar 7.
Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Indikator Transaksi Biaya
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,79 (Tiga
Koema Tujuh Puluh Sembilan) berada pada interval 3,26 sid 4,00,
dengan kategon kinerja “bersih dari korupsi®. Dengan demikian
kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negen Sarolangun dalam
Ruang Lingkup Transaksi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih
dari korupsi®.
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi
Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 11.Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

AN Tidak mudah 1 2 8 0,06
B2 Kurang mudah 2 0 0 0,00
B8 Mudah 3 1 3 0,09
B4 selalu mudah 4 30 91 3,64

33 100 3,79

“NAR - Wiz Rata-Fats dperoleh dan wmiah nilai perunaut dibagi dengan jumiah responden

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :
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Gambar 8,
Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

Indikator Biaya Tambahan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,91 (Tiga
Koma Sembilan Puluh Satu) berada pada interval 3,26 s/d 4,00,
dengan kategori kinerja "bersih dar korupsi®. Dengan demikian
kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negen Sarolangun dalam
Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagon berkinerna "bersih
dari korupsi™.
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya
Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12.Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

A Tidak sesuai 1 1 3 o003
W2 Jarang sesuai 2 0 0 000
= Sering sesual 3 0 0 000

Selalu sesuai 4 32 a7 3,88

33 100 391

*MER : Milai Rata-Fats dipesolah dasn jumiah nda parunsur Ghagl dengan jumiah responden

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai bernkut :
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Silal Setual SEring sesud Harang sesual Tidak sesual
Gambar 9.
Grafik Indeks Pada Indikator Blaya Tambahan
Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Hadiah ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empal Koma Nol)
berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih

12
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3.2.7.

dari korupsi®. Dengan demikian kinera satuan kera pada
Pengadilan Negen Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam
katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di
sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13.Indeks Pada Indikator Hadiah

B Selalu memberi 0 0

P20 Sering memberi 0 0 u nu

W& Jarang memberi -3,-: 0 0 0,00

W4 Tidak ada memberi 4 33 100 4,00
33 100 4,00

MR mmmwmmnuummmmm

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut
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Gambar 10.
Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah

Indikator Transparansi Biaya.

Dan skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Transparansi Biaya ini dipercleh rata-rata skor 3,91 (Tiga
Koma Sembilan Puluh Satu) berada pada interval 3,26 s/d 4,00,
dengan kategori kinerja "bersih dar korupsi®. Dengan demikian
kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam
Ruang Lingkup Transparansi Biaya dalam katagori berkinerja
“bersih dan korupsi’.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan MNegeri Sarclangun, Ruang lingkup
Transparansi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14.Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya
No.  Jawaban  Skor Frekuensi % = NRR

I Tidak menerima i 1 3 0.03
B2 Jarang menerima 2 0 0 0.00
"8 Sering menerima 3 0 0 0,00
P48 selalu menerima 4 32 a7 3,88

33 100 39

*MRA - Nilsi Rata-Rata diparoleh dan jumish nilal penunsur dibsgi dengan jumlab responden



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :
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Gambar 11,
Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Percaloan ini diperoleh rata-rata skor 4,00 {(Empat Koma
Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja
“bersin dari korupsi”. Dengan demikian Kinerja satuan kerja pada
Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan
dalam katagor berkinerja "bersih darn korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun. Ruang lingkup
Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15.Indeks Pada Indikator Percaloan
‘No.  Jawaban  Skor Frekuensi % = NRR

SN selalu Mengetahui 1 0 0 0,00
W2 Sering mengetahui 2 0 0 0,00
Jarang mengetahui 3 o 0 0,00

Tidak mengetahui 4 33 100 400

33 100 4,00

"MRR : Milal Rats-Rata diparcish dan (umlah ndal peruensur SHeg dengan jumiah maeponden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut
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Gambar 12,
Grafik Indeks Pada Indikator Parcaloan

3.2.9. |Indikator Perbuatan Curang
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Perbuatan Curang ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat
koma Nol) berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori



kinerja "bersih dar korupsi®. Dengan demikian kinerja satuan kerja
pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup
Perbuatan Curang dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun., Ruang lingkup
Perbuatan Curang di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16.Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

Selalu melihat 1 0 0,00

Sering melihat 2 0 ﬂ 0,00

80 Jarang melihat 3 0 0 0,00
BN Tidak melihat 4 33 100 4,00
33 100 4,00

*MRR : Milai Rlata-Rata diparaleh dan jumish nilsi pensnsur dibagl dengan jumilah respondan
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berkut .
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Gambar 13.
Grafik indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang
Lingkup Transaksi Rahasia ini diperoleh rata-rata skor 4,00 (Empat
koma Mol berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori
kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja
pada Pengadilan Megeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup
Transaksi Rahasia dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi”,
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna
layanan di Pengadilan Megeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi
Rahasia di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 17.Indeks Pada Transaksi Rahasia
‘No.  Jawaban  Skor Frekuensi % NRR

N Selalu mengurus & 0 0 0,00
B2 sering mengurus 2 0 0 0,00
810 Jarang mengurus 3 0 0 000
W& Tidak permah mengurus 4 33 100 4,00

33 100 4,00

“HRR : Nilai Rata-Rata diperolah dan jumlah nilad penansur dibagl dengan jurmish raponden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan
dalam grafik sebagai berikut :
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Gambar 14,
Grafik Indeks Pada Transaksi Rahasia
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INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA PADA

PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi

Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Neger Sarolangun sebesar 3,86,

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi
Satuan Kerjapada Pengadilan Negeri Sarolangun
No. [/NRR " 'NRRT | IPK
B Manipulasi Peraturan 4.00 0.400 10
Penyalahgunaan 4.00 0.400 10
Jabatan
W8 Menjual Pengaruh 4.00 0.400 10
W4 Transaksi Biaya 3.79 0.379 9.5
PB1 Biaya Tambahan 391 0.391 8.8
P&l Hadiah 4.00 0.400 10
W7 Transparansi Pembayaran 3.91 0.331 6.8
B8N Percaloan 4.00 0.400 10
W8N Perbuatan Curang 400 0400 10
M08 Transaksi Rahasia 4.00 0.400 10
3.96 99,02

Indeks 3,96 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini,
maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan
BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi
berada pada angka 99,02;

1.00-1.75
1.76-2.50
251325

: |

Tidak bersih dari

korupsi

Kurang bersih dari

korupsi

Cukup bersih dari

korupsi

Tabel 19.
Fursupm Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Sarclangun
25-43.?5
43.76-62.50 2
ﬂﬁ‘l-ﬂﬁﬁ 3
81.26-10000 4

3.26-4.00
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3.4,

PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANANSATUAN
KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang
dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan
upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di
Satuan Kerja pada Pengadilan Negen Sarolangun

Adapun masukan dan responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Saroalngun

No Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja
pada Pengadilan Negeri Sarolangun
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama jadwal sidang lebih
tepat waktu dan tidak membeda-bedakan.

Transparan dan terbuka terhadap masyarakat.

3 Peningkatan fasiltas Umum seperti Ruang Tunggu
Pengunjung, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tunggu Advokat,
Toilet, dan Kantin.

4 Peningkatan fasilitas bagi warga Disabilitas seperti Ruang
Tunggu prioritas, jalur disabliitas, kursi roda dan alat bantu
dengar.
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4.2.
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KESIMPULAN.

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan
Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,96 atau masuk pada
kategori BERSIH DARI KORUPSI ;

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang
masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

W Manipulasi Peraturan 400 0400 10
. Penyalahgunaan 4.00 0.400 10
Jabatan
W88 Menjual Pengaruh 4.00 0.400 10
B4 Transaksi Biaya 3.79 0.379 9.5
5 Biaya Tambahan 3.91 0.391 9.8
BBl Hadiah 4.00 0.400 10
T Transparansi Pembayaran 391 0.391 a8
W8N Percaloan 4.00 0.400 10
88 Perbuatan Curang 4.00 0.400 10
M0Y Transaksi Rahasia 4.00 0.400 10

REKOMENDASI.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap
pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan MNegeri Sarolangun Tahun 2026
tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai
tertinggi yakni Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan dan Menjual
Pengaruh. Namun dari sepuluh indikator penyusun lersebut menunjukkan
bahwa 3 (tiga) indikator terendah yakni Transaksi Biaya, Transparansi
Pembayaran dan Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara
indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan
datang memiliki indeks yang tinggi.
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PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS i
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun
Telp/ Fax : 0745 — 91006
I Website : www.pn-sarolangun.go.id

MONITORING

Dari hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan terhadap responden
pengguna layanan pada Pengadilan Megeri Sarolangun, didapat nilai rata-
rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut :

45 Manipulasi Peraturan 4.00 0.400 10
Penyalahgunaan 4.00 0.400 10
Jabatan

B3N Menjual Pengaruh 4.00 0.400 10

"4} Transaksi Biaya 379 0.379 9.5

B8] Biaya Tambahan am 0.391 98

W6 Hadiah : 400 0400 10

B¥8 Transparansi Pembayaran 3.91 0.391 9.8

BBY Percaloan 4.00 0.400 10

W8 Perbuatan Curang 400 0400 10

MOY Transaksi Rahasia 4.00 0.400 10

T 396 99,02

EVALUASI

Dan hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Saluan Kena
Pangadilan Negen Sarolangun diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,96
atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi ;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan
di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun April s.d. Juni 2026 tersebut
di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi
sebagai berikut

1. Manipulasi Peraturan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

2. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

3. Menjual Pengaruh, dengan nilai indeks rata-rata 4,00 ;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga
terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dar sepuluh indikator
lainya, yakni

1. Transaksi Biaya, dengan nilai indeks rata-rata 3,79 ;

2. Transparansi Pembayaran, dengan nilai indeks rata-rata 3,91 ;



3. Biaya Tambahan, dengan nilai indeks rata-rata 3,91 ;
Yang periu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiiliki nilai
indeks yang tinggi.

TINDAK LANJUT
Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan Il
2028, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-
rata terendah yakni Transaksi Biaya, Transparansi Pembayaran dan Biaya
Tambahan.
Tindak lanjut dari Indikator (ruang lingkup) tersebut yang memiliki nilai rata-
rata terendah tersebut telah dilakukan kegiatan peningkatan, pembenahan
dan pelatihan sebagai berikut :
1. Transaksi Biaya

Transaksi Biaya adalah Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan
untuk mendapatkan pelayanan. Untuk mengurangi kecurangan terhadap
transaksi biaya ini adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner tarif
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri
Sarolangun agar pengguna layanan tau pasti berapa biaya yang akan
dikeluarkan,

|

L NEGARA BUKAN
NEGERI SAROLANGUN 1 |
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Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah A/ ung RI y

Gambar Banner Tarif PNBP
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2. Transparansi Pembayaran

Transparansi pembayaran adalah keterbukaan informasi dan
kemudahan akses bagi konsumen atau publik untuk mengetahui rincian
biaya, metode, dan alur transaksi secara jelas. Hal ini sangat penting untuk
membangun kepercayaan, mempermudah pelacakan keuangan, dan
menghindan biaya tersembunyl. Untuk mengurangi kecurangan terhadap
adanya biaya tambahan int adapun tindak lanjutnya adalah membuat banner
tarf penenmaan negara bukan pajak (PNBF) pada Pengadilan MNegeri
Sarolangun agar pengguna layanan tahu pasti berapa biaya yang akan
dikeluarkan.

Gambar Banner Tarif PNBP

3. Biaya Tambahan

Biaya Tambahan di lingkungan pengadilan yang dilaksanakan diluar
dari kebijakan yang berlaku. Artinya, masyarakat dibebani dengan biaya
tambahan yang lidak seharusnya atau diluar kewajaran yang bertujuan untuk
kepentingan pribadi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Pengadilan
Megen Sarolangun menerapkan pembayaran satu pintu terhadap seluruh
layanan peradilan melalui Kasir yang terletak di Meja PTSP Kepaniteraan
Perdata. Melalui Kasir, seluruh pembayaran akan [angsung diarahkan
melalui rekening resmi Pengadilan Neger Sarolangun. Hal ini untuk
mencegah tefadinya indikasi pungutan liar di Pengadilan Negeri Sarclangun.
Untuk mengurangi kecurangan terhadap adanya biaya tambahan ini adapun
tindak lanjutnya adalah membuat banner tarf penerimaan negara bukan
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pajak (PNBP) pada Pengadilan Negen Sarolangun agar pengguna layanan
tahu pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.

Gambar Banner Tarif PNBP
Mengetahui Sarclangun, 1 Juli 2026
Ketua Peng

ilan Negeri Sarolangun Paniterp Muda Hukum
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